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Dalam sistem pemerintahan khususnya di Kota Medan maka perihal
administrasi kependudukan ini dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 18
Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem
Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) dan Akta Catatan Sipil di Kota
Medan.

Pelaksanaan istem administrasi kependudukan ini sangat berhubungan dengan
Hukum Administrasi Negara, karena tugas-tugas pengelolaan penyelenggaraan
administrasi kependudukan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang
memiliki dimensi dalam hal menjalankan keputusan-keputusan administrasi negara
berikut sanksi dan juga hal-hal lainnya yang berhubungan dengan tugas di bidang
administrasi kependudukan itu sendiri.

Penerbitan KK dan KTP itu sendiri adalah salah satu contoh dari sekian tugas
pelayanan pemerintahan yang membutuhkan hubungan kerja antara camat dan
kelurahan. Kecamatan dan kelurahan sebagai suatu sistem tata pemerintahan yang
terendah di Indonesia menjelaskan suatu hubungan kerja antara kedua lembaga
tersebut, karena sebagaimana diketahui kecamatan dan kelurahan adalah dua alat
pemerintahan yang menerima menerima wewenang dan tugas perbantuan dari
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagai lokasi dalam penelitian ini akan diajukan sebagai sampel penelitian
Kelurahan Medan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Pembahasan lebih

dititikberatkan dalam hal hubungan kerja antara camat dan pihak kelurahan dengan

UNIVERGagaabi sanfohpdalam hal pelayanan tugas-tugas pemerintahan menurut Undang-
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Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya adalah

tugas-tugas penerbitan KK dan KTP.

A. Pengertian dan Penegasan Judul
Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa skripsi ini berjudul
“Hubungan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pelayanan Tugas-Tugas Pemerintahan
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Kelurahan Teladan Barat
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan)™.
Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atas judul yang diajukan, maka
berikut ini akan diberikan pengertian secara etimologi atas judul tersebut yaitu:
- Hubungan Camat dan Kepala Kelurahan adalah hubungan yang terjadi dalam
tugas-tugas pemerintahan antara pihak kecamatan dan pihak kelurahan.
Menurut Pasal 1 angka angka 5 PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan,
Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah
kabupaten/kota.
Menurut Pasal 1 angka 5 PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan
adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
wilayah kerja Kecamatan.
- Dalam Pelayanan Tugas-Tugas Pemerintahan diartikan sebagai tugas-tugas yang
dibebankan kepada pihak kecamatan dan kelurahan khususnya dalam pelayanan

publik yang dalam hal ini hubungan penerbitan KK dan KTP.

UNIVERSIM"SHNFE}E H@MAUndang No. 32 Tahun 2004 adalah Undang-Undang yang
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2. Yang menjadi hambatan hubungan camat dan kepala kelurahan dalam pelayanan
tugas-tugas pemerintahan adalah kurang terkoordinasinya secara baik implemen-

tasi pelayanan publik.

E. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada instansi terkait baik itu bagi
instansi terkait dalam membina hubungan kerja antara kecamatan dengan
kelurahan,

2. Melalui pembahasan ini juga penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan
Area.

3. Sebagai sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang tata laksana sistem

administrasi hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan.

F. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk
mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini,
dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan

UNIVERSTYoRE\ie# bk pifu, karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur
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Bab IIIl. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik
Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang: Pelayanan Publik,
Kualitas Pelayanan Publik, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas
Pelayanan Publik serta Keterkaitan Antara Struktur Organisasi,
Kemampuan Aparat dan Sistem Pelayanan dengan Kualitas Pelayanan
Publik.

Bab IV. Hubungan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pelayanan Publik
Dalam bab yang ini akan diuraikan tentang: Telaah Terhadap Kelurahan
Teladan Barat Kecamatan Medan Kota Kota Medan, Hubungan Kecamatan
dan Kelurahan Dalam Pelayanan Tugas-Tugas Pemerintahan serta
Hambatan-Hambatan yang Terjadi Dalam Pelayanan Tugas-Tugas
Pemerintahan.

Bab V. Kesimpulan dan Saran.
Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan

juga Saran-Saran.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Me%a&él;eﬁom (repository.uma.ac.id)24/7/24



Japaner Purba - Hubungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan Tugas-tuges....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meia&égeﬁom (repository.uma.ac.id)24/7/24



Japaner Purba - Hubungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan Tugas-tuges....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meia&égeﬁom (repository.uma.ac.id)24/7/24



Japaner Purba - Hubungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan Tugas-tuges....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meia&égeﬁom (repository.uma.ac.id)24/7/24



Japaner Purba - Hubungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan Tugas-tuges....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meia&égeﬁom (repository.uma.ac.id)24/7/24



14

Japaner Purba - Hubungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan Tugas-tuges....

yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi,

berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan

kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan,
kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang
bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Adapun landasan hukum kecamatan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesig
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 4737).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang

Kecamatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40).

C. Tugas dan Wewenang Kecamatan

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan
bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.
Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah
pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat
merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat
berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak
memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum
pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang
koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan,
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-

undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta

UNIVERSRKsaneanHgas peperintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan
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desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh
karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di
kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan
harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan
dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk
mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu
kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam
dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan
ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam
kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat
selain mernberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas
pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari
aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang
pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri
pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh
bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan
pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup
tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang

uN1vESidimpabkanpleh bipati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
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Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih

sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan

demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk

menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota

di wilayah kerjanya.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008

Tentang Kecamatan menjelaskan tentang tugas camat yang meliputi:

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a.

b.

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2. Selain tugas sebagaimana disebutkan di atas, Camat melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a.

Perizinan.

UNIVERSIPASRakomandasi: A
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5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja
perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya peyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum meliputi:

1.

Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau
Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja
kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di

wilayah kecamatan; dan

. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/

wé.likota.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan meliputi:

L.

3.

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

Melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

UNIVERSI$h9ilgF#nleoamatan kepada bupati/walikota.
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Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa
dan/atau kelurahan.

Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa dan/atau kelurahan.

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah.
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau
kelurahan.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di
tingkat kecamatan; dan

Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada
bupati/walikota.

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan meliputi:

L.

2,

Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya.
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan.

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan.
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat dacrah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan
fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembentukan kelurahan harus
mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis, dan

syarat kewilayahan.

E. Tugas dan Wewenang Kelurahan

Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, selain dari pada
itu lurah mempunyai tugas:
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dalam hal pelimpahan tugas dari Bupati/Walikota kepada Lurah, maka
pemerintah Kabupaten/Kota perlu memverifikasi tugas-tugas yang dilimpahkan secara
proporsional. Pelaksanaan tugas lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti

UNIVEIengans membetiaiR psumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan dan
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diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan
masyarakat kota.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah, dapat dibentuk lembaga
kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Guna
menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilaksanakan berjalan sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota dan Camat melakukan pengawasan.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
menjelaskan Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas sebagaimana disebutkan di atas
Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan
memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas, Lurah mempunyai
fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat.

3. Pelayanan masyarakat.
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e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

4., Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan kerja/pejabat
penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu/tarif
serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan
secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta
maupun tidak diminta;

5. Efisiensi, mengandung arti :

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan
pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara
persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan;

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses
pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya
kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang
terkait.

6. Ketepatan waktu, kriteria ini men

7. gandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang telah ditentukan;

8. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang
menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani;

9. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan
aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang,
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Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut :
1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya;
2. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers;
3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang diinginkan
mereka;
4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;
5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain.

Berangkat dari persoalan mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap apa
yang diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah
itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauhmana publik
berharap apa yang akhirnya diterima mereka.

Dengan demikian dilakukan penilaian tentang sama tidaknya antara harapan
dengan kenyataan, apabila tidak sama maka pemerintah diharapkan dapat mengoreksi
keadaan agar lebih teliti untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dipertanyakan apakah terhadap kehendak masyarakat, seperti
ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan mutu yang dituntut
masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak terpenuhi, pemerintah diharapkan
mengkoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi dilanjutkan pada pertanyaan
berikutnya, tentang berbagai informasi yang diterima masyarakat berkenaan dengan
situasi dan kondisi, serta aturan yang melengkapinya.

Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi

UNIVErehdahaya spaiw kijalitas pelayanan publik, yaitu sebagaimana gambar 1 berikut ini :
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keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu
menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui
kebutuhan pelanggan.

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability, dimana
setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang
mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa
mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparat
pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, merupakan
elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen kedua dalam
analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau
setelah pelayanan itu diberikan.

Adapun dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan
berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak
mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain. Maka
kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. Dalam hal ini yang dijadikan
pertimbangan adalah kesulitan atau kemudahan konsumen dan produsen di dalam

menilai kualitas pelayanan (lihat gambar 2).
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Oleh karena itu dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur dasar

sebagai berikut :

1.

Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan

diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi
dan efektivitas;

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi
keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa harus
mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi
peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

Ada 4 (empat) jurang pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik,
yaitu sebagai berikut :

1. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat;

2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat;

3. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri;

4, Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan.

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian bahwa ada 7 (tujuh) hal yang

harus dihindari oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan publik, ketidaktahuan

UNIVE Remexintale pkiap Ak ini menyebabkan timbulnya jurang pemisah antara masyarakat
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tersebut. Untuk itu indikator-indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai

berukut :

1

Tingkat pendidikan aparat;
Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal;
Kemampuan melakukan kerja sama;

Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami organisasi;

. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan;

Kecepatan dalam melaksanakan tugas;

Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik;

Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan;
Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang

tugasnya.

Sistem Pelayanan

Secara definisi sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain

menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama

dalam suatu usaha atau urusan, bisa juga diartikan sebagai suatu kebulatan dari

keseluruhan yang kompleks teroganisisr, berupa suatu himpunan perpaduan hal-hal

atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluruhan yang utuh.

Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman pelayanan,

syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, buku panduan,

informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing unit terkait atau unit

media
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Me%a&él;eﬁom (repository.uma.ac.id)24/7/24



49

Japaner Purba - Hubungan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelayanan Tugas-tuges....

terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri.

Dengan demikian sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu
rangkaian pelayann yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu sistem
pelayanan terganggu maka akan menganggu pula keseluruhan palayanan itu sendiri.
Dalam hal ini apabila salah satu unsur pelayanan sepertinggi mahalnya biaya,
kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak citra
pelayanan di suatu tempat.

Beradasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini maka indikator-indikator
sistem pelayanan yang menetukan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait dengan lokasi tempat
pelayanan;
2. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan;

3. Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan.

D. Keterkaitan Antara Struktur Organisasi, Kemampuan Aparat dan Sistem
Pelayanan dengan Kualitas Pelayanan Publik
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan
kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi,
kemampuan aparat dan sistem pelayanan. Ketiga faktor ini saling berkaitan satu sama
lain dan tidak dapat dipisahkan dalam ikut menentukan tinggi rendahnya dan baik

buruknya suatu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah dilaksanakan maka dapatlah diberikan

kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam hal pelayanan publik kepada
masyarakat belum berjalan secara baik, disebabkan aparatur pemerintahan
masih menganggap bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dari masyarakat,
sehingga dalam sistem pelayanan yang diberikan sering kali adanya sikap
pamrih serta mengharapkan imbalan.

Efektivitas pelayanan kepada masyarakat luas sangat ditentukan
kebijaksanaan pimpinan di lingkungan instansi pemerintahan tersebut, karena
pegawai bawahan dalam menentukan sikap pelayanan bersifat apatis dan
menunggu petunjuk dari atasan.

Pembinaan karier pegawai (sumber daya manusia) dilakukan dengan
mengadakan pendidikan dan latihan, disiplin, mutasi, promosi maupun
pemberian penghargaan dimana bidang-bidang tersebut harus dapat
diterapkan secara tepat dengan waktu yang semaksimal mungkin dan

dilakukan secara menyeluruh.
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B. Saran

1. Hendaknya dalam melaksanakan pemberdayaan pegawai di lingkungan
Kantor Kelurahan Teladan Barat dapat mencakup keseluruhan pegawai. Hal
ini perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan, disiplin,
efektivitas kerja dari para pegawai. Ini terbukti dari hasil penelitian penulis di
lapangan bahwa tidak keseluruhan pegawai mendapat pendidikan atau
latihan. Sementara ada pegawai yang mendapat pendidikan dan latihan lebih
dari satu kali.

2. Agar penilaian dan evaluasi terhadap pegawai dilakukan secara rutin, lengkap
dan objektif sesuai dengan prosedur penilaian sehingga dengan demikian
pegawai akan termotivikasi untuk bekerja lebih baik.

3. Diperlukan hubungan kerja yang harmonis antara atasan dengan bawahan dan
antara sesama pegawai untuk dapat lebih meningkatkan efisiensi dan

efektivitas kerja selain pemberian kesempatan pendidikan dan latihan.
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